PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH
JL. Proklamasi No 77 Telp. (0283) 671031-671032 Fax. 672323
BREBES 52212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES
NOMOR 000.8.3.4/515/1V/2026

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun
2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap
Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara
saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses
oleh setiap orang;

b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-undang no. 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi (PDP);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14
tahun 2 2008 tentang Keterbukaan In tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :
KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang
tercantum pada Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakaan pelayanan
informasi kepada masyarakat.

KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Brebes, 23 April 2026

Sekretaris Daerah

Tahroni

Tembusan;

1. Bupati Brebes;
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN BREBES

. Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Batas Waktu
No Konten Informasi : - - )
Informasi Dibuka Ditutup Pengecualian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP . Dokumen pertanggungjawaban sampai audit BPK selesai
1 > v« 1. |pasal 17 hurufa Menghambat proses audit. |dan laporan keuangan yang belum )
Laporan Keuangan yang belum selesai diaudit e dilaksanakan
diaudit tidak terekspose.
Data pegawai yang meliputi :
-Biodata
-Benilaian kinerja Informasi akan dibuka
) -Bata u.sulan mutasi dan pengangkatan PNS UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN Berpotensi menyebabkap [Melindungi informasi data pribadi apabila dibutuhkan oleh
dalam jabatan penyalahgunaan data pribadi yang bersangkutan dan
-Bata diri pelaku ASN yang melanggar aparat penegak hukum
disiplin dan dijatuhi hukuman
-Bata usulan ASN dalam jabatan struktural
~UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengganggu proses Menghindari terjadinya sampai ditetapkan Renja
3 Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran pasal 17 hurufi . . .
penyusunan kebijakan kesalahpahaman informasi Perangkat Daerah
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengakibatkan Melindunei para pihak van sampai denean penverahan
4 Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa pasal 17 hurufi permasalahan bagi pihak- . giparap yang P gan peny
. . . terlibat kontrak dokumen kontrak
pihak yang tidak terkait
Informasi akan dibuka
. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP . a
5 Dokumen Pertanggungjawaban keuangan pasal 17 huruf i Berpotensi menyebabkan Melindungi penyalahgunaan data apabila dibutuhkan oleh

termasuk SPJ, buku bendahara, dan lain-lain

penyalahgunaan data

yang bersangkutan dan
aparat penegak hukum




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilaksanakan oleh :

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA TANDA TANGAN
1 | Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos, | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan
M.Si Statistik [ | >——
Kabupaten Brebes Statistik Kabupaten Brebes
2. | PRIANDINA RIZKI RAHAYU Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes ™
Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes
3. | TAUFAN HAQIQJ, S.E. Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Statistik Kabupaten Brebes




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Proklamasi No. 77 Telp. (0283 ) — 671031 — 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

BERITA ACARA
NOMORo0o .&.3-4/61s /iy / 2026

TENTANG
HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 April 2026 di aula Dinkominfotik telah diselenggarakan rapat
membahas Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

NO. INSTANSI NAMA TANDA TANGAN
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Rapat tersebut dihadiri dan disetujui.
Telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut :
1. Telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

2. Batas pengecualian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana mestinya.Yang Menyetujui :

Brebes, 23 April 2026

Sekretaris Daerah

Tahroni



